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BAB |
PENDAHULUAN

Mempedomani arah kebijakan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya khususnya Pengadilan Agama Ternate sejak dicanangkannya
pelaksanaan akreditasi bagi setiap lingkungan Peradilan maka setiap Pengadilan dituntut
untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pelayanan publik secara terukur dan transparan,
Pengadilan Agama Ternate sendiri telah mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan
Peradilan Indonesia yang Agung.

Pengadilan Agama Ternate merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa
dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang No.2 tahun 1986.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung
RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : MA/SEK/07/111/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden
Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/IIl/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI .

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang
dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan
Agama Ternate, tentunnya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai,
Jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan Kompetensinya, SDM aparat Pengadilan
baik kualitas maupun kuantitas, serta hal-hal lain yang mendukung kegiatan dan program
yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut diatas.Memang untuk
mewujudkan Peradilan yang modern yang telah dicanangkan dalam Blue Print Mahkamah
Agung RI tidaklah mudah memerlukan Pemikiran-pemikiran, Kebijakan-kebijakan dari
Pimpinan yang ada di Mahkamah Agung RI dan tidak sedikit anggaran yang harus
disiapkan, sehingga kesiapan, keseriusan dan ketulusan hati Aparat Lembaga Badan
Peradilan untuk mewujudkan Pengadilan yang modern sesuai harapan masyarakat dapat

terwujud.

A. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berkedudukan dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Maluku Utara tepatnya terletak di JI. Makugawene,



Kota Ternate. Pengadilan Agama Ternate mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota

Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan, 77 kelurahan/Desa, yang Luas Wilayahnya

mencapai 162.03 km2 serta terdiri dari 223.107 jiwa dan Kabupaten Halmahera Barat

dengan 8 Kecamatan, 166 Kelurahan/Desa memiliki luas wilayah 2.361,56 km2

dengan populasi sebanyak 121.298 jiwa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shodagoh, dan
ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali
biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/
penasehat hukum.



BAB Il
LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

10.

11.

Undang-Undang Nomor.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.8 tahun 2004 junto Undang-Undang
No0.49 tahun 2009

Undang-Undang Nomor.8, th 1974, jonto Undang-Undang Nomor.43 tahun 1999
tentang Pokok-pokok kepegawaian

Keputusan Presiden Rl Nomor.21 tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1
April 1994 tentang Pemberlakuan Buku | dan Buku Il tentang Pedoman
pelaksnaan tugas dan administrasi peradilan ;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/080/SK/VIII/2006 tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan ;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/096/SK/X/2006 tentang
Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas
pengawasan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.145/KMA/SK/VI1II/2007 tentang
memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Badan
Badan Peradilan

SK.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor.MA/SEK/07/111/2006 tanggal 13 Maret
2006 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI

DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2020 Nomor : SP DIPA -
005. 01.2.307782 / 20120 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.309101/2020 tanggal 07
Desember 2019.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA TERNATE

VIS I|:“Terwujudnya Pegadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung.”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan



C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama,
Pegadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan Tujuan yaitu Mewujudkan
Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan, dengan sasaran strategis yang
akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan
melalui langkah — langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi
menuju tercapainya Misi Pegadilan Agama Ternate Kelas IB. Langkah tersebut
dikelompokan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pegadilan Agama Ternate Kelas 1B
yaitu :
1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efekitif,

Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak

mampu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pegadilan

Agama Ternate Kelas IB yang Agung. maka Pegadilan Agama Ternate Kelas IB

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan tertib administrasi Perkara

3. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan
(Acces To Justice)

4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah
Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah
Agung RI

4. Terlaksananya penyelesaian perkara yang tepat waktu

5. Terlaksananya akreditasi Pengadilan Agama Ternate



BAB Il
PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengadilan Agama Ternate tahun 2020 merupakan Rencana

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Ternate yang meliputi :

A.
B.

A.

Pengadilan Agama Ternate selaku Satuan Kerja (Satker)

Pengadilan Agama Ternate selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau
Lembaga Yudikatif di daerah

PROGRAM KERJA SELAKU SATUAN KERJA (SATKER)

Pengadilan Agama Ternate sebagai satuan kerja (satker) pelaksana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik
Negara (BMN). Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 adalah sebagaimana yang
dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 dengan
Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan (01) : Rp. 4. 398.733.000,-
b. DIPA Badan Peradilan Agama (04) : Rp. 154 .000.000,-

Jumlah Pagu DIPA Tahun 2020 Rp. 4.552.733.000,- (Empat Milyar Lima Ratus
Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu)

1. Program Kerja Bidang Keperkaraan

a. Panitera Muda Panitera Muda Hukum

— Menertibkan adminstrasi kearsipan perkara.

— Menerima dan mencatat berkas pekara yang telah selesai diminutasi.

— Memasukan berkas perkara yang telah minutasi ke dalam box perkara
yang menunggu Pemberitahuan Isi Putusan yang salah satu pihak
tidak hadir ketika dibacakannya putusan.

— Mengecek berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

— Mencatat berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap ke
dalam Buku Register Akta Cerai.

— Menerbitkan Akta Cerai perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
sesuai dengan nomor urut Buku Register Akta Cerai.

— Menyerahkan Akta Cerai dan Salinan Putusan kepada para pihak.

— Menyimpan Akta Cerai dan Salinan Putusan pada box yang belum

diambil oleh pihak yang berperkara.



Menata dan menertibkan Akta Cerai dan Salinan Putusan ke lemari/rak
Akta Cerai dan Salinan Putusan.

Mencatat berkas perkara pada buku kendali arsip perkara.

Membubuhi nomor perkara pada box arsip perkara dan membubuhi
nomor box arsip sesuai dengan urutan nomor box perkara.

Menyimpan dan menata berkas perkara, ke dalam box arsip perkara.
Menata dan menertibkan ruangan penyimpanan arsip perkara.
Mencatatkan arsip berkas perkara yang keluar dan masuk untuk
kepentingan tertentu yang diperlukan.

Mencatat dan membukukan arsip surat masuk dan keluar dan
dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan arsip
kepaniteraan dengan tertib.

Meningkatkan tertibnya administrasi laporan perkara bulanan, laporan,
triwulan dan laporan tahunan tepat waktu dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama Maluku Utara

Menyimpan dan menertibkan arsip laporan perkara bulanan, laporan,
triwulan dan laporan tahunan.

Meningkatkan pelayanan permohonan informasi publik mayarakat/para
pihak untuk mendapatkan kemudahan informasi yang diperlukan.
Meningkatkan pelayanan meja informasi dengan kelengkapan
isnstrumen-instrumennya.

Menginput ke SIPP perkara dari mulai diterima dan dalam proses
perkara sampai dengan berkas perkara tersebut diarsipkan.
Meningkatkan pelayanan informasi bagi para pihak tentang keadaan
perkara, keuangan perkara dan proses perkara dalam Web Site
Pengadilan Agama Ternate sebagai informasi sebagai bentuk
tranparansi Pengadilan Agama.

Mengupload putusan setelah dianomisasi ke direktori Putusan
Mahkamah Agung RI.

Memonitoring Panggilan dan Pemberitahuan isi putusan dan surat-
surat lain Delegasi melalui aplikasi tabayun On line.

Meningkatkan pelayanan dalam penyerahan Salinan Putusan kepada
para pihak berperkara dalam waktu tidak lebih dari 14 hari setelah

diputus.



— Meningkatkan pengontrolan dan monitoring serta pengawasan terhadap
berkas perkara, isi box perkara, rak perkara di ruangan arsip perkara
secara periodik.

— Meningkatkan keamanan dan kebersihan ruangan arsip steril terbebas
dari debu dan rayap.

— Meningkatkan pelayanan kepada para pihak dengan
mengiplementasikan SIPP dan mencatat kendala-kendala yang timbul
dan segera melaporkan kepada Tim IT untuk penyempurnaan aplikasi
SIPP.

— Mencatat ke dalam buku keuangan PNBP, merekapitulasi jumlah
keuangan PNBP dan menyetorkan keuangan PNBP.

— Meningkatkan ketepatan waktu penyetoran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

— Membuat Surat keputusan dan Jadwal Mediator dan menyiapkan
intrumen-instrumen kelengkapan mediasi dan buku register Mediasi.

— Melaporkan pelaksanaan perkara yang di mediasi, hasil mediasi
berhasil dan tidak berhasil setiap bulan, triwulan dan Tahunan.

Panitera Muda Gugatan

— Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perkara yang diterima,
Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti,
Pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim.

— Meningkatkan tertibnya Pembukuan Keuangan Perkara Gugatan.

— Mencatat biaya perkara yang diterima pada buku jurnal dan buku induk
harian dan buku induk keuangan, biaya proses perkara yang diterima.

— Mencatat perkara yang diterima pada register perkara gugatan ke
dalam buku induk register perkara gugatan (menggunakan e-reg).

— Mencatat dan mengisi buku register perkara gugatan, Banding, Kasasi
Peninjauan Kembali, Ekonomi Syariah, Register Eksekusi dengan
lengkap.

— Mempercepat pelayanan kepada para pencari keadilan dan tepat
waktu.

— Melaksanakan minutasi berkas perkara tepat waktu.

— Menjahit berkas yang sudah diminutasi.



— Melaporkan dan menyerahkan berkas perkara kepada Meja Ill untuk

diarsipkan.

c. Panitera Muda Permohonan

Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perkara yang diterima,
Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti,
Pendistribusian berkas kepada Majelis Hakim.

— Meningkatkan tertibnya Pembukuan Keuangan Perkara Permohonan.

— Mencatat biaya perkara yang diterima pada buku jurnal Tingkat
Pertama, Peninjauan Kembali dan buku induk harian dan buku induk
keuangan, biaya proses perkara yang diterima.

— Mencatat perkara yang diterima pada register perkara Permohonan ke
dalam buku induk register perkara Permohonan (menggunakan e-reg).

— Mempercepat pelayanan kepada para Pencari Keadilan dan tepat
waktu.

— Melaksanakan minutasi berkas perkara tepat waktu.

— Menjahit berkas yang sudah diminutasi.

— Melaporkan dan menyerahkan berkas perkara kepada Meja Ill untuk
diarsipkan.

— Meningkatkan penyelesaian perkara prodeo.

— Membuat Surat Keputusan untuk pembebasan biaya perkara,
Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti, Penetapan Hari Sidang, dan Pebuatan Berita Acara Sidang
sesuai SOP.

— Meningkatkan pelaksanaan Pemberitahuan isi Putusan dan minutasi

tepat waktu.

2. Program Kerja Bidang Kesekretariatan
a. Sub. Bagian urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

- Melengkapi box file hakim,pegawai,honorer dalam lematri file.

- Membuat Surat Keputusan untuk diajukan kepada KPN untuk
ditandatangani

- Mencatat data hakim,pegawai dan honorer dalam register buku induk,

buku bantu Kepegawaian



- Memperbaharui papan DUK,DUS struktur organisasi.

- Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian ljasah.

- Membuat Kenaikan Gaji berkala, Hakim dan pegawai

- Membuat usul jabatan dan usul pensiun hakim/pegawai

- Membuat SPMT dan SPMJ hakim/ Pejabat

- Membuat DP3 Hakim dan Pegawai

- Melaksanakan Pengawasan administrasi kepegawaian meliputi

- kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian,
DP3,DUK,KP,KGB,CUTl,absensi dan lain-lain.

- Membuat laporan bulanan keadaan jumlah hakim dan pegawai

- Membuat Rekapitulasi absensi hakim dan pegawai setiap bulan

- Membuat Bezetting hakim dan pegawai setiap 3 bulan

- Membuat DUK hakim dan pegawai setiap tahun

- Membuat daftar nama hakim/pegawai yang mengikuti kegiatan
pelatihan / diklat / sosialisasi yg diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.

- Membuat daftar nama hakim/pegawai yang mengikuti kegiatan brifing /
pertemuan rutin setiap awal bulan yang dilakukan oleh Ketua
Pengadilan.

- Membuat daftar nama hakim/pegawai yang mengikuti kegiatan
pembinaan rapat khusus Yang dilakukan oleh KPN/Pansek

- Membuat data profil hakim dan pegawai yang ditampilkan pada website

Sub. Bagian urusan umum dan keuangan

- Membuat rencana penggunaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun
2018.

- Membuat usulan RKAKL Dipa 01 dan Dipa 04 Tahun Anggaran
berikutnya untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara dan Mahkamah Agung RI.

- Mempersiapkan/mengirim SPP/SPM rutin, Gaji dan lainnya.

- Membuat SK.Pengelola Keuangan untuk diajukan ke KPA untuk
ditandatangani.

- Menyetor PNBP ke kas Negara.

- Melaksanakan pengawasan melekat administrasi keuangan



Melaksanakan Pemeriksaan Buku Kas Umum ,buku bantu dan
penutupan Buku Kas Umum bendaharan pengeluaran dan bendaharan
penerimaan oleh KPA

Membuat dan mengirim laporan Realisasi belanja dan penerimaan
Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan

Membuat dan mengirim laporan keuangan hasil realisasi belanja
selama 3 bulan

Membuat dan mengirim RENKAS

Menyusun dan Mengirim PP. No0.39 th 2006 (aplikasi Bapenas)
Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja dan PNBP
persemester melalui SAIBA, KOMDANAS, SIMARI dan Manual
Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja dan PNBP
persemester melalui SAIBA dan Manual

Menyampaikan Realisasi Anggaran setiap bulan untuk ditampilkan
diwebsite

Menyampaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa tahun
anggaran 2019

Membuat Rencana kerja Sub. Bagian Umum dan Keuangan tahun
berjalan dan tahun yang akan datang.

Melaksanakan administrasi persuratan mengacu kepada kearsipan
dinamis dengan meregister surat masuk, surat keluar &
mengarsipkannya sesuai klasifikasi.

Mencatat dan menerima setiap pengadaan barang/jasa setelah ada
penyerahan dari KPA ke dalam Aplikasi Simak BMN

Mencatat Barang-barang persediaan (ATK) ke dalam buku persediaan
Mencatat dan memberikan Nomor urut pendaftaran (NUP) BMN
Mencatat dan membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu
inventaris barang (KIB)

Mencatat dan mendaftarkan barang inventaris yg telah rusak untuk
diusulkan penghapusan.

Memperpanjang pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
Perawatan dan pemeliharaan roda 4 dan roda 2

Perawatan gedung, halaman kantor,rumah dinas sesuai kebutuhan
Perawatan /perbaikan meubelair, AC, komputer dan sarana /prasarana

lain dilaksanakan sesuai kebutuhan



- Melaksanakan pengawasan administrasi umum

- Membuat laporan Neraca (Simak BMN) setiap 6 bulan.

- Melakukan rekonsiliasi data BMN di neraca Simak BMN dgn Neraca
SAIBA setiap 6 bulan

- Membuat laporan BMN setiap semester

- Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL setiap semester

- Melakukan Opname barang setiap triwulan

- Mencatat jumlah buku baru yang diterima kedalam Buku Induk dan
penomoran menurut klasifikasi

- Mencatat peminjam buku dan pengembalian buku perpustakaan

- Melakukan pemelihaan dan perawatan buku-buku sebulan sekali.

- Mendata buku baru untuk ditampilkan di website

- Menyusun uraian tugas (Job Description) petugas pengamanan dan
kebersihan

- Mengumumkan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui
Internet/LPSE.

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

- Membuat Laporan Tahunan

- Membuat Laporan Bulanan

- Menyusun RKA-KL dan Revisi Angaran

- Menyusun TOR

- Membuat LAKIP

- Menyusun Rencana Umum Pengadaan

- Mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP LKPP

- Mengisi RKA-KL Online SIMARI

- Monitoring Akses Internet Kantor

- Monitoring Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat

- Mengelola Website.



3. Program Kerja Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Anggaran

Belanja (DIPA)

a. Anggaran Belanja Pengadilan Agama Ternate tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

e Belanja Pegawali
e Belanja Barang
e Belanja Modal

Jumlah Dipa BUA

b. DIPA Badan Peradilan Agama (04)

¢ Belanja barang

(51) : Rp. 3.416.889.000

(52) : Rp.
(53) : Rp.

981.844.000
25.000.000

(01) : Rp. 4.398.733.000

(52) : Rp.

154.000.000

Jumlah DIPA BUA (01) + DIPA Badilum (03) = Rp. 4.552.733.000,-

b. Perkiraan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Ternate tahun 2020

Diharapkan dapat terserap sekitar 100 % dengan Estimasi rincian

sebagai berikut :

4. PROGRAM KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Belanja modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 25.000.000,-

2.

REALISASI
ENIS BELANJA PAGU PROSENTASE
J (RP) JUMLAH (RP) %)
0
DIPA 01

Belanja Pegawai(51) 3.416.889.000 3.416.889.000 100
Belanja Barang (52) 981.844.000 981.844.000 100
Belanja Modal (53) 25.000.000 25.000.000 100
JUMLAH | 4.398.733.000 4.398.733.000 100
DIPA 04
Belanja Barang (52) 154.000.000 154.000.000 100
JUMLAH II 154.000.000 154.000.000 100
JUMLAH TOTAL I+l 4,552,733,000 4,552,733,000 100




5. PROGRAM KERJA HAKIM PENGAWAS BIDANG

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja masing-masing bidang
mengenai pelaksanaan tugas pokok dan rutin agar dapat berjalan lancar
dan tertib sesuai dengan SOP yang ada.

2. Wajib Melaporkan hasil pengawasannya dan bertanggung jawab penuh
kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate.

6. PEMBINAAN-PEMBINAAN LAINNYA

1. Pembinaan IKAHI :
» Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI
» Menyetorkan iuran IKAHI 6 bulan sekali
» Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI.

2. Pembinaan IPASPI :
» Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI
» Menghimpun iuran anggota IPASPI setiap bulan

3. Pembinaan PTWP :
» Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota
» Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat
4. Pembinaan Olah Raga :

» Melaksanakan Olah Raga setiap Jumat 1 dan Kerja Bhakti Setiap
Jum’at minggu Ke 2 dalam ruangan dan lingkungan kantor.

» Melaksanakan turnamen olahraga internal PA. Ternate (Demeno,
Tenis, Catur dan Tenis Meja) pada bulan Agustus 2020 dalam
rangka menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke - 73.

» Mengikuti kegiatan berbagai macam pertandingan dalam rangka
Ulang Tahun Mahkamah Agung RI. Di Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara

5. Pembinaan IMTAQ :
» Melaksanakan ibadah dan siraman Rohani pada BULAN Ramdhan
» Buka Puasa bersama pada bulan Ramadhan

6. Pembinaan Dharmayukti Karini :
» Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/Silaturahmi
» Memberikan Beasiswa Bagi Siswa yang tidak Mampu dan
Berprestasi.

B. PROGRAM KERJA SELAKU PERWAKILAN KEKUASAAN KEHAKIMAN/
LEMBAGA YUDIKATIF DI DAERAH

Pengadilan Agama Ternate selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman /
lembaga Yudikatif yang secara protokoler berada dalam Wilayah Daerah Kota
Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang melaksanakan tugas antaran lain



1. Melakukan interaksi seperti mengikuti undangan Kegiatan Kemuspidaan
Kota/Kabupaten dan Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya
seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Agama Kota Ternate dan
Kabupaten Halmahera Barat.

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum kepada Pemda
Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat apabila diminta.

Ternate, 6 Januari 2020

Sekretaris

Suhardhono, S.H.I.
198206272007041001




